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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

“Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan 

baginya dalam urusannya.” 

(Q.S. At-Talaq : 4) 

“Teruslah melangkah hingga menemukan makna kehidupan” 

(Anonim) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

dengan jelas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum1. 

Negara hukum dapat diartikan sebagai negara yang dalam pelaksanaannya menjunjung 

tinggi tingkat penegakan hukum dan keadilan, dimana hal ini merupakan syarat mutlak 

dalam mencapai tujuan nasional sebagai negara. Tujuan Nasional merupakan harapan 

untuk mewujudkan tata kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang adil 

dan makmur sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang 

merupakan falsafah tujuan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. 

Banyak kejahatan yang muncul dikalangan masyarakat merupakan salah satu 

faktor penghambat terealisasinya terhadap tujuan nasional dalam bernegara. Kejahatan 

sendiri merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai 

sudut yang berbeda, itulah sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai  

komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda antara satu dengan yang 

lain.2 

Huge D. Barlow menyatakan definisi kejahatan ialah a human act that 

violatesthe criminal law. yang mana dalam kutipannya dapat disimpulkan bahwa suatu 

perbuatan dapat dikatakan kejahatan apabila melanggar hukum pidana, terkait hal ini      

                                                           
1 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3). 
2 Topo Santoso, 2019, Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 

Ed, 1, Cet. 18, hlm. 1. 
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Sutherland menyatakan bahwa ciri utama dari kejahatan merupakan suatu prilaku yang 

dilarang oleh Negara dikarenakan perbuatan yang merugikan negara dan akibat dari 

perbuatan tersebut Negara memberikan reaksi berupa hukuman sebagai upaya 

pamungkasnya.3 

Dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan berbangsa, diperlukan adanya 

kepastian hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat. Prinsip penting dari 

Negara hukum ialah supremasi hukum yang memiliki jaminan konstitusional dalam 

proses politik yang dijalankan oleh kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 

Supremasi hukum selalu bertumpu pada kewenangan yang ditentukan oleh hukum. 

Sebagai contoh kasus yang marak kali dijumpai ialah kejahatan tindak pidana korupsi, 

dimana kejahatan ini seakan tidak dapat lepas dari setiap Negara, seakan penyakit yang 

sangat amat sulit untuk diobati. Dimana korupsi sendiri merupakan salah satu masalah 

nasional yang dikualifikasikan sebagai kejahatan yang dapat menghambat dalam 

mewujudkan kesejahteraan rakyat, hal ini demikian karena adanya tindakan 

penyelewengan terhadap kaidah-kaidan dan norma-norma hukum sehingga masalah 

korupsi ini merupakan ancaman serius jika disepelehkan, hal ini demikian karena 

banyaknya pihak-pihak yang dirugikan sehingga sulit untuk mencapai tujuan nasional 

bernegara dimana salah satunya ialah mewujudkan masyarakat yang adil dan 

makmur.4 

                                                           
3 Ibid., hlm. 13-14. 
4 Maslon Hutabalia, 2019, Faktor-Faktor Penyebab Dan Akibat Tindak Pidana Korupsi 

Ditinjau Berdasarkan UU No 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak 

Pidana Korupsi, Justiqa Vol. 1 No.1, hlm. 29. Diakses dari : http://www.portaluniversitasquality.ac. 

id:5388/ojssystem/index.php/JUSTIQA/article/view/223. Pada tanggal 28 Agustus 2022, Pukul 

15.30 WIB.  

http://www.portaluniversitasquality.ac.id:5388/ojssystem/index.php/JUSTIQA/article/view/223


3 

 

 
 

Dalam kamus lengkap Oxford (The Oxford Unabridged Dictionary) korupsi 

disini diartikan sebagai suatu penyimpangan atau perusakan integritas dalam 

pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa. Sedangkan 

pengertian ringkas yang dipergunakan Word Bank adalah penyalahgunaan publik 

untuk keuntungan pribadi (the abuse of public officer for private gain).5 

Tindak pidana korupsi ini termasuk kedalam kategori kejahatan luar biasa (Extra 

Ordinary Cryme) yang mana hal ini dikarenaka dampak yang ditimbulkan dari 

perbuatan tersebut luar biasa. Sebab, Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi 

secara sistemik dan meluas ini tidak hanya merugikan keuangan negara melainkan 

juga mengguncang stabilitas dan keamanan masyarakat, serta melemahkan nilai-nilai 

demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum, sehingga ditakutkan dapat 

membahayakan kelangsungan pembangunan, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan 

ekonomi masyarakat secara luas.6 

Tindak Pidana Korupsi sendiri dibagi menjadi beberapa klasifikasi, hal ini 

demikian berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, salah satu diantaranya ialah Penggelapan dalam jabatan yang terdapat 

didalam Pasal 8 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

                                                           
5 Nasaruddin Umar, 2019, Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus 

Pembinaan Narapidana Korupsi, Ambon : LP2M IAIN Ambon, Cet-1, hlm. 11. 
6 Maslon Hutabalia, Op. Cit., hlm. 29. 
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Korupsi dimana penggelapan dalam jabatan ini merupakan suatu perbuatan seseorang 

yang memiliki jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangan atau hak yang 

ia miliki secara menyimpang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari 

diberikannya wewenang dari jabatan tersebut. Subjek hukum tersebut melakukan 

perbuatan melawan hukum dimana perbuatan tersebut merugikan orang lain ataupun 

instansi dengan cara penggelapan baik berupa surat, barang, uang, dokumen, ataupun 

benda berharga lainnya yang ada dalam kuasanya karena jabatannya, maka perbuatan 

tersebut dikatakan sebagai Penggelapan Dalam Jabatan.7 

Penggelapan dalam jabatan yang dimaksudkan disiini ialah dimana subjek 

hukum yang dimaksudkan merupakan seorang pegawai negeri atau orang yang 

memiliki kekuasaan dalam mengemban tugas menjalankan pekerjaannya sebagia 

pegawai negeri. Dimana barang yang digelapkan ini berupa uang atau surat berharga 

yang disimpan karena jabatannya. Selain itu, tidak hanya orang yang memiliki 

kekuasaan melakukan pengelapan tersbut secara langsung melainkan, ia yang 

membiarkan uang atau surat berharga tersebut digelapkan oleh orang lain, bahkan 

membantu dalam melakukan perbuatan tersebut juga termasuk kedalam tindak pidana 

tersebut. 

Adapun kasus yang terkait dengan kejahatan tindak pidana korupsi penggelapan 

dalam jabatan yang akan diangkat dan dibahas oleh penulis pada skripsi ini ialah 

berdasarkan putusan nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst dan putusan nomor 

45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst  dimana tindakan penggelapan dalam jabatan yang 

                                                           
7 Nursya A, 2020, Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana 

Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, Jakarta : CV. 

Alumgadan Mandiri, Cet-1, hlm. 97-98. 
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dilakukan oleh terdakwa Adam Rachmat Damiri selaku direktur utama PT Asabri 

(Persero) Periode 2009-2016, Sonny Widjaja selaku Direktur Utama PT Asabri 

(Persero) Periode 2016-2020, serta beberapa terdakwa lainnya yang terlibat melakukan 

tindak pidana korupsi dalam hal penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara 

bersama-sama. Dimana akibat dari perbuatan tersebut kasus ini mengalami kerugian 

sebanyak Rp. 22.788.566.482.083,00,- (dua puluh dua triliun tujuh ratus delapan 

puluh delapanmiliar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua 

ribu delapan puluh tiga rupiah).8 

Titik awal kasus ini bermula ketika Direktur Utama, Direktur Investasi dan 

Direktur Keuangan serta Kepala Divisi Investasi Asabri bersepakat dengan pihak luar 

yang bukan konsultan investasi atau manajer investasi untuk melakukan pemmbelian 

atau melakukan penukaran saham portofolio PT Asabri (Persero) di Periode 2012-

2019. Mereka membeli saham dalam portofolio PT Asabri (Persero) dengan saham 

milik Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro dan Lukman dengan harga yang 

dimanipulasi menjadi tinggi. Manipulasi harga tersebut bertujuan agar kinerja 

portofolio PT Asabri (Persero) terlihat baik. Setelah saham tersebut menjadi milik PT 

Asabri (Persero) maka saham tersebut ditransaksikan atau dikuasai oleh Heru, Benny 

dan Lukman berdasarkan kesepakatan bersama dengan direktur PT Asabri (Persero), 

sehingga saham tersebut tampak bernilai tinggi dan cair. Padahal transaksi tersebut 

hanya transaksi semu untuk menguntungkan para pihak yang turut serta melakukan 

tindak pidana tersebut serta merugikan investasi PT Asabri (Persero).9 Sehingga akibat 

                                                           
8 Monica Wareza, 2021, CNBC Indonesia, diakses dari : https://www.cnbcindonesia.com/ 

market/20210531171541-17-249642/kok-bisa-negara-rugi-rp-227-t-korupsi-asabri-ini-kata-bpk. 

Pada 28 Agustus 2022, Pukul 20.46 WIB. 
9 Syahrizal Sidik, 2021, CNBC Indonesia, diakses dari : https://www.cnbcindonesia.com/ 

https://www.cnbcindonesia.com/market/20210531171541-17-249642/kok-bisa-negara-rugi-rp-227-t-korupsi-asabri-ini-kata-bpk


6 

 

 
 

dari perbuatan para terdakwa, mereka diancam dengan pidana Pasal 2 ayat (1) atau 

Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) 

Ke-1 KUHP.10 

Dalam hal ini perbuatan para terdakwa tersebut termasuk kedalam tindak pidana 

korupsi kasus penggelapan dalam jabatan. Dimana adanya penukaran saham dalam 

portofolio PT. Asabri dengan pihak luar dengan menggunakan jabatan yang ia miliki 

untuk kepentingan pribadi bagi para terdakwa yang menimbulkan kerugian sebesar 

Rp. 22.788.566.482.083,00,- (dua puluh dua triliun tujuh ratus delapan puluh 

delapanmiliar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu 

delapan puluh tiga rupiah) yang mana akibat dari perbuatan tersebut para terdakwa 

secara resmi dituntut oleh penuntut umum pada tanggal 06 Desember 2021, yang 

terdapat didalam putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst dan putusan No. 

45/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst pada putusan tingkat pertama, yang mana dalam 

dakwaannya berisi : 

“Menyatakan Terdakwa Mayjen TNI (Purn.) Adam Rachmat Damiri 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan 

primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan Atas 

                                                           
market/20211208094929-17-297548/perhatian-ini-dia-tuntutan-lengkap-7-terdakwa-kasus-asabri. 

Pada 28 Agustus 2022, Pukul 20.51 WIB. 
10 Noverdi Puja, Saputra, 2021, “Mengawal Kasus Dugaan Korupsi PT Asabri (Persero)”, 

Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, diakses dari https:// 

berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Agustus-2021-2046.pdf. 

Pada 05 September 2022, Pukul 17.15 WIB. 

https://www.cnbcindonesia.com/market/20211208094929-17-297548/perhatian-ini-dia-tuntutan-lengkap-7-terdakwa-kasus-asabri
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana”11 

 

“Menyatakan Terdakwa Sonny Widjaja terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-

sama sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahaan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH 

Pidana”12 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka titik fokus penelitian ini akan 

membahas terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terkait 

tindak pidana korupsi kasus penggelapan dalam jabatan, serta penerapan teori 

deelneming atau penyertaan dalam putusan hakim berdasarkan putusan nomor 

46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst dan putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN 

Jkt.Pst. kemudian pembahasan ini akan dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi 

dengan tajuk “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Kasus 

Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Purnawirawan Tentara Nasional 

Indonesia.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dibuat atau dimuat pada latar belakang di atas, 

maka penulis akan mengangkat beberapa permasalahan yang akan dibahas, 

diantaranya : 

                                                           
11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PN. Jakarta Pusat 

Putusan No. 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst. 
12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PN. Jakarta Pusat 

Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst. 
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1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terkait 

tindak pidana korupsi kasus penggelapan dalam jabatan pada putusan nomor 

46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst dan putusan nomor 45/Pid.Sus-

TPK/2021/PN Jkt.Pst  ? 

2. Bagaimana penerapan teori deelneming dalam putusan hakim pada putusan 

nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst dan putusan nomor 45/Pid.Sus-

TPK/2021/PN Jkt.Pst pada tindak pidana korupsi kasus penggelapan dalam 

jabatan ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uruaian rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan penelitian ini 

berdasarkan hemat penulis ialah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan putusan hakim dalam 

menjatuhkan sanksi pidana terkait tindak pidana korupsi kasus penggelapan 

dalam jabatan pada putusan nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst dan 

putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan teori deelneming terhadap 

putusan hakim dalam putusannya terkait tindak pidana korupsi kasus 

penggelapan dalam jabatan pada putusan nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN 

Jkt.Pst dan putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara teoritis 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

literatur sebagai bahan kajian yang akan memberikan sumbangan pemikiran 
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bagi perkembangan ilmu hukum pidana terkait Tindak Pidana Korupsi 

dalam hal Penggelapan Dalam Jabatan. 

b. Diharapkan dapat menambah wawasan secara konkrit terkait 

pengimplementasian dari peraturan yang ada, apakah peraturan yang 

seharusnya (das sollen) telah diimplementasikan dengan seharusnya (das 

sein) dalam penerapannya dilapangan. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Untuk melengkapi tugas serta memenuhi persyaratan untuk mencapai gelas 

Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat bermafaat bagi semua pihak yang terkait 

dengan tindak pidana korupsi dalam hal penggelapan dalam jabatan 

mengenai upaya hukum dalam menangani kasus penggelapan dalam 

jabatan. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis ingin memberikan batasan-batasan ruang lingkup 

dikarenakan terbatasnya pengalanan dan pengetahuan, agar skripsi ini tidak 

menyimpang maka ruang lingkup dari penelitian ini menitikberatkan pembahasan 

mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terkait tindak pidana 

korupsi dalam hal penggelapan dalam jabatan. Selain itu penelitian ini juga berfokus 

pada penerapan teori deelneming atau penyertaan terhadap putusan hakim pada 

putusan nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst dan putusan nomor 45/Pid.Sus-

TPK/2021/PN Jkt.Pst. 
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F. Kerangka Teori 

1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim 

Dasar pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting 

dalam mewujudkan suatu nilai pada putusan hakim yang mengandung unsur 

keadilan (ex aequo et bono) serta mengandung unsur kepastian hukum didalamnya. 

Hakim dalam KUHAP sendiri diatur didalam Pasal 1 ayat (8) yang menyatakan 

bahwa hakim merupakan suatu pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang 

oleh undang-undang untuk mengadili.13 Maka dari itu hakim sebagai penegak 

hukum dalam memberikan putusannya hendaknya perlu memperhatikan beberapa 

hal-hal yang harus dimuat sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

putusan. Hal ini demikian karena nantinya akan digunakan sebagai dasar 

pertimbangan hakim untuk mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. 

Menyadari bahwa keadilan yang diperjuangkan dan dijunjung tinggi oleh 

hakim merupakan suatu keadilan yang berdasarkan dengan Ketuhanan Yang Maha 

Esa, oleh karena itu dalam setiap putusannya seorang hakim tidak hanya 

mengandalkan undang-undang saja tetapi hakim juga harus mempertimbangkan 

beberapa aspek lainnya.14 Dengan kata lain, dalam setiap putusannya hakim dalam 

menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan beberapa aspek-aspek lain dalam 

menjatuhkan putusannya, selain itu juga hakim juga harus mempertimbangkan hal-

                                                           
13 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Pasal 1 Ayat (8) Tahun 1981, Tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 

76, Tambahan Lembar Negara No. 3209. 
14 Antonius Sudirman, 2007, Hati Nurani Hakim dan Putusannya, PT. Citra Aditya Bakti, 

hlm. 55. 
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hal yang berkaitan dengan perkara tersebut agar terciptanya putusan hakim yang 

benar dan adil. 

2. Teori Tujuan Pemidanaan 

Upaya untuk melakukan penanganan kejahatan salah satunya ialah dengan 

menggunakan sanksi dalam hukum pidana terhadap suatu perbuatan kejahatan 

yang dilakukan berupa dengan adanya wujud pemidanaan, dimana pemidanaan ini 

dapat diartikan sebagai penerapan sanksi atau pemberian sanksi dalam hukum 

pidana sebagai pertanggugjawababan seseorang yang telah bersalah melakukan 

tindak pidana.15 Tujuan pemidanaan sendiri diharapkan dapat menjadi sarana 

perlindungan, rehabilitasi dan resosialisasi masyarakat, serta aspek psikologis 

untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Walaupun secara 

umum hukuman merupakan suatu bentuk nestapa, namun tidak dimaksudkan 

untuk menderita dan merendahkan harkat dan martabat manusia. 

Adapun teori tujuan pemidanaan ini dapat digolongkan kedalam tiga golongan 

pokok, diantaranya ialah : 

a. Teori Absolut atau Pembalasan (Vergeldings Theorien) 

Teori absolut memberikan sudut pandang bahwa pemidanaan 

merupakan suatu pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan. Teori ini 

mengutamakan bahwa sanksi yang ada dalam hukum pidana dijatuhkan 

sebagai akibat dari orang yang telah melakukan sesuatu kejahatan dan 

merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada 

                                                           
15 Puteri Hikmawati, 2016, Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat 

Menuju Keadilan Restoratif, Negara Hukum: Vol. 7, No. 1, hlm. 74. Diakses dari : https://dprextern 

al3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/923/542. Pada 15 September 2022, Pukul 22.37 WIB. 

https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/923/542
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orang yang melakukan kejahatan dengan kata lain teori ini membenarkan 

adanya pemidananaan atas perbuatan seseorang yang telah melakukan tindak 

pidana sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.16 

Teori ini dipopulerkan oleh Immanuel Kant dan Hegel. Teori absolut 

atau pembalasan ini memberikan pernyataan mutlak bahwa setiap kejahatan 

yang telah diperbuat harus mendapatkan pidana tanpa terkecuali dan 

merupakan keharusa yang harus dipenuhi17, dengan kata lain hakikannya 

pemidanaan ialah suatu akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan 

seseorang, sehingga timbulnya pembalasan untuk menimbulkan efek jera 

bagi si pelaku. 

b. Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien) 

Teori relatif atau tujuan ini memberikan pandangan bahwa pemidanaan 

ialah bukan sebagai pembalasan atas kesalahan yang dilakuakan oleh pelaku 

melainkan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi 

masyarakat demi menyongsong kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan 

pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan 

kejahatan.18 

Teori relatif berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yakni, (1) 

untuk menakuti (detterence), untuk menimbulkan rasa takut maka hukuman 

                                                           
16 Lukman Hakim, 2020, Penerapan Dan Implementasi “Tujuan Pemidanaan” Dalam 

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), Yogyakarta : Deepublish CV. Budi Utama, Cet-1, hlm. 

11. 
17 Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung : PT. 

Refika Aditama, Cet-1, hlm. 23-25. 
18 Lukman Hakim, Op. Cit., hlm. 11-12. 



13 

 

 
 

harus diberikan sedemikian rupa agar orang takut untuk melakukan kejahatan 

(2) Untuk memperbaiki, sanksi atau hukuman yang diberikan bertujuan untuk 

memperbaiki si pelaku agar dikemudian hari ia tidak mengulang atau berbuat 

hal-hal yang bertentangan dengan hukum dengan harapan para pelaku 

dikemudian hari dapat berbaur kembali dengan masyarakat dan dapat menjadi 

seseorang yang berguna (3) untuk melindungi (Prevention), tujuan adanya 

hukuman ialah untuk melindungi masyarakat terhadap pelaku kejahatan 

dengan cara mengasingkan atau memisahkan pelaku untuk sementara waktu 

dari masyarakat.19 

c. Teori Gabungan (Vereningings Theorien) 

Dasar adanya teori gabungan ini ialah bahwa pemidanaan bukan hanya 

bericara tentang masa lalu melainkan berdampak pada masa yang akan 

datang, kemudian hal ini menyebabkan adanya pemikiran bahwa pemidanaan 

ini harus dapat memberikan kepuasan bagi para pihak diantaraya ialah bagi 

hakim, pelaku kejahatan itu sendiri serta memberikan kepuasan kepada 

masyarakat.20  

3. Teori Deelneming 

Deelneming atau penyertaan ini diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP dimana 

pada pengertiannya ialah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak 

pidana, secara umum dapat juga diartikan bahwa seseorang yang ikut andil dalam 

suatu perbuatan dengan orang lain secara bersama-sama untuk mewujudkan suatu 

                                                           
19 Erdianto Effendi, 2014, Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar, Bandung : PT 

Reflika Aditama, Cet-2, hlm. 143 
20 Ibid. hlm. 143-144. 
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tindak pidana, dalam hal ini dengan cara merencanakan, menyuruh atau 

menggerakkan seseorang untuk melakukan perbuatan tersebut.21 

Berdasarkan rumusan yang terdapat didalam Pasal 55 dan 56 KUHP, 

deelneming atau penyertaan dibagi menjadi dua bagian besar, yakni : 

a. Ketentuan Pasal 55 KUHP, sebagai pelaku suatu tindak pidana, yakni : 

1) Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta 

melakukan perbuatan tersebut. 

2) Mereka yang dengan pemberian-pemberian. Kesanggupan-

kesanggupan, melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, 

dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, atau dengan sengaja 

memberikan kesempatan, sarana, atau keteragan-keterangan yang 

dengan sengaja menggerakkan atau membujuk orang lain untuk 

melakukan suatu perbuatan tindak pidana.  

Mengenai orang-orang yang disebutkan dalam poin kedua, 

perbuatan-perbuatan yang dapat dipertanggungjawaban oeleh mereka 

hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dilakukan, pun akibat-akibatnya. 

b. Ketentuan Pasal 56, sebagai ‘pembantu’ dalam suatu tindak pidana, yakni: 

1) Mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu 

kejahatan itu dilakukan. 

                                                           
21 Erdianto Effendi Op. Cit., hlm. 174-175. 
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2) Mereka yang dengan sengaja atau secara sadar memberikan 

kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.22 

Dari pernyataan kedua Pasal diatas, terdapat lima golongan peserta tindak 

pidana, yakni :23 

a) Yang melakukan perbuatan (plegen, dader) 

b) Yang menyuruh melakukan perbuatan (doenpleger) 

c) Yang turut serta melakukan perbuatan (madepleger) 

d) Yang membujuk agar melakukan perbuatan (uitlokker) 

e) Yang membantu perbuatan (madeplichtige) 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Pada penelitian hukum ini, jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan 

skripsi ini ialah jenis penelitian normatif. Dimana penelitian hukum normatif  

(legal research) merupakan penelitian hukum yang mengakaji bahan hukum 

dengan menggunakan studi dokumen berupa peraturan perundang-undangan, studi 

putusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum.24 Penelitian ini juga 

menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dimana pada penelitian ini 

menggunakan data sekunder dengan sumber data yang didapatkan dari penelusuran 

dokumen-dokumen. Dimaksud sebagai penelitian kepustakaan karena sumber data 

                                                           
22 Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit., hlm. 117-118. 
23 Fahrurrozi, 2019, Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP, 

Media Keadilan : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 1,  hlm. 53. Diakses dari : https://journal. 

ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/1103/895. Pada 17 September 2022, Pukul 20.07. WIB. 
24 Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB : Mataram University Press, 

Cet-1, hlm. 45. 

https://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/1103/895
https://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/1103/895
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utama dalam penelitian ini ialah berasal dari dokumen-dokumen, diantaranya 

peraturan perundang-undangan, studi putusan yang dipilih penulis sebagai bahan 

permasalahan dari penelitian ini, dan lain sebagianya sesuai dengan permasalahan 

yang diangkat oleh penulis. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pada pendekatan penelitian yang digunakan penulis ialah penelitin hukum 

normatif untuk dalam menguraikan penelitian ini, beberpa pendekatan dalam 

penelitian hukum normatif yang digunakan oleh penulis diantaranya : 

a. Pendekatan Undang-Undang (statute approach) 

Pendekatan Undang-Undang ini dilakukan dengan cara menelaah dan 

menganalisis peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan 

dengan isu yang akan diteliti oleh penulis.25 

b. Pendekatan kasus (case approach) 

Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara meelaah terhadap kasus kasus 

yang berkaitan dengan isu yang akan diteliti oleh penulis yang mana kasus 

tersebut telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap.26 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum  

Penelitian hukum normatif sumber utamanya ialah bahan hukum dimana data 

atau fakta sosial bukan tajuk utamanya, hal ini demikian karena dalam penelitian 

ilmu hukum normatif yang dikaji didalamnya ialah aturan-aturan yang bersifat 

                                                           
25 Ibid. hlm. 56. 
26 Ibid. hlm. 57. 
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normatif. Bahan hukum atau data sekunder dibagi menjadi beberapa tingkatan, 

diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum seekunder, dan bahan non 

hukum.27  

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian, 

diantaranya : 

a. Bahan hukum primer 

Yakni bahan hukum yang mengikat, dimana bahan hukum ini memiliki 

otoritas. Dalam penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer ialah : 

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, 

Lembar Negara Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembar 

Negara Nomor 1660. 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum acara Pidana di Indonesia, Lembar Negara Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembar Negara  Nomor 3209. 

3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 140. 

4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 4150. 

                                                           
27 Ibid. hlm. 59-60. 
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5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 

Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan 

Lembar Negara Nomor 5076. 

6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 

Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembar Negara Nomor 5494. 

7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

8) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 46/Pid.Sus-

TPK/2021/PN Jkt.Pst. 

9) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pid.Sus-

TPK/2021/PN Jkt.Pst. 

b. Bahan hukum sekunder 

Yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer.28 Dalam hal ini bahan hukum sekunder meliputi buku teks, hasil 

penelitian-penelitian dalam jurnal maupun makalah, dokumen-dokumen resmi 

tentang hukum yang telah dipublikasikan, website dari media massa ataupun 

pendapat dari para ahli pada bidang hukum. 

 

 

                                                           
28 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 

Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 318. 
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c. Bahan hukum tersier 

Yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petujuk yang ada dalam 

bahan hukum primer dan sekunder, ceperti contoh kamus hukum, ensiklopedia, 

dan ensiklopedia hukum. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

menggunakan studi dokumen atau kepustakaan, yakni suatu metode pengumpulan 

data dengan mengkaji berbagai sumber informasi tertulis mengenai hukum, baik 

yang telah dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh 

diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi 

hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, 

serta praktik hukum. Dengan kata lain “studi dokumen merupakan kegiatan 

pengumpulan dan memeriksa, menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan 

yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti”. 

Dokumen yang dimaksud adalah berbagai dokumen hukum yang biasanya 

tersimpan di berbagai perpustakaan. Oleh karena itu, studi dokumen biasanya 

diistilahkan dengan studi kepustakaan, karena mengkaji berbagai dokumen 

kepustakaan.29 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti 

maka seluruh data-data dari bahan hukum, baik data primer maupun data sekunder 

                                                           
29 Bachtiar, 2018, Metode Penelitian Hukum, Tanggerang : UNPAM PRESS, Cet-1, hlm. 

140. 
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yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian dikelola dengan 

menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan 

pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap 

permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.30 Pengelolaan data 

yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode deskriptif 

analisis dimana data yang telah digunakan ialah menggunakan pendekatan 

kualitatif. Metode analisis secara kualitatif sendiri dilakukan dengan 

menggunakan metode interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang 

telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk 

menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan 

hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan 

norma hukum yang kabur atau dengan kata lain penjelasan yang masih kurang 

jelas atau tidak jelas.31 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dipilih atau dipilah 

dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang 

dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan. Teknik penarikan kesimpulan 

yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode deduktif sesuai 

dengan jenis penelitian yang dipilih oleh penulis yakni normatif. Dimana pada 

metode deduktif ini dilakukan dengan cara melakukan penarikan kesimpulan pada 

suatu permasalahan secara umum  dan setelah itu ditarik kesimpulan secara khusus. 

                                                           
30 Muhaimin, Op. Cit., hlm. 67. 
31 Ibid. hlm. 68. 
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